BUPATI DEMAK
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) ATAS RUMAH SAKIT SWASTA

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

:a. bahwa sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi,

rumah sakit swasta dalam melakukan fungsi sosialnya
sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan
dan jasa-jasa kesehatan, telah berkembang sebagai
institusi yang juga Dbersifat ekonomis dengan
menitikberatkan pada upaya mencari keuntungan;

bahwa walaupun terdapat pergeseran status dan fungsi
rumah sakit swasta dimaksud, fungsi sosial rumah sakit
swasta tetap melekat sebagai institusi yang memberikan
jasa pelayanan kesehatan, sehingga turut menunjang
program kesehatan nasional,

bahwa sehubungan dengan maksud tersebut dalam
huruf a dan huruf b, serta sesuai dengan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 796/KMK.04/1993 tentang
Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan atas Rumah Sakit
Swasta, maka atas bumi dan/atau bangunan yang
dimiliki/dikuasai/dimanfaatkan oleh rumah sakit swasta
tersebut dapat dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada jumlah tertentu
atas pajak terutang dengan memperhatikan fungsi sosial
rumah sakit tersebut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengenaan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Atas Rumah Sakit Swasta.



Mengingat

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Tingkat II Semarang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2);



Menetapkan :

10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun
2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 3);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Bupati Demak Nomor 26 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENAAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS RUMAH
SAKIT SWASTA.

Pasal 1

(1) Yang dimaksud dengan rumah sakit swasta dalam
keputusan ini adalah Rumah Sakit Swasta IPSM (Institusi
Pelayanan Sosial Masyarakat) yang :

a. 25% dari jumlah tempat tidur digunakan untuk pasien
tidak mampu;

b. Sisa Hasil Usaha (SHU) digunakan untuk reinvestasi
rumah sakit dalam rangka pengembangan rumah sakit
dan tidak digunakan untuk investasi di luar rumah sakit.

(2) Atas bumi dan/atau bangunan yang dikuasai/ dimiliki/
dimanfaatkan oleh Rumah Sakit IPSM sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), dikenakan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 50% dari
jumlah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan yang seharusnya terutang.

Pasal 2

Rumah Sakit Swasta Pemodal yang bukan merupakan Rumah
Sakit Swasta IPSM, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan
didirikan oleh suatu badan yang berbentuk Perseroan Terbatas,
dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Atas bumi dan/atau bangunan yang dikuasai/dimiliki/
dimanfaatkan oleh Rumah Sakit Swasta tetapi secara nyata
tidak dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan secara
langsung yang terletak di luar lingkungan rumah sakit, tetap
dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Pasal 4

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Demak Nomor
26 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 18 Juli 2013

BUPATI DEMAK,

MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak
pada tanggal 18 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK

POERWONO SASMITO
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2013 NOMOR 15



